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	ABSTRACT
The Rempang community's resistance to the Rempang Eco City National Strategic Project (PSN) is not just a simple rejection, but rather a resistance to fight for and defend the basic rights, cultural identity, and legality of the village they have occupied for generations from generation to generation which certainly has the history and culture of the village. Development for the progress that brings prosperity to the community should be built on a foundation of justice and community participation, especially those directly affected by the development, not the sacrifice and eviction of villages that have been occupied for a long time and have a cultural identity and history within them. The Rempang community supports development if the development does not harm the community, for example, development that can advance Rempang Island by utilizing and advancing the natural environment that makes Rempang Island more famous for its local wisdom.
ABSTRAK
Masyarakat Rempang melakukan resistensi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City bukanlah sekadar penolakan sederhana, melainkan resistensi untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak dasar, identitas budaya, dan legalitas kampung yang sudah mereka tempati secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang pastinya memiliki sejarah dan budaya kampung tersebut. Pembangunan untuk kemajuan yang mensejahterakan masyarakat seharusnya dibangun dengan fondasi keadilan dan adanya partisipasi masyarakat khususnya masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan tersebut secara langsung, bukan pengorbanan dan penggusuran kampung yang sudah ditempati sejak dahulu yang memiliki identitas budaya dan sejarah didalamnya. Masyarakat Rempang mendukung pembangunan jika pembangunan tersebut tidak merugikan masyarakat, contohnya pembangunan yang dapat memajukan Pulau Rempang dengan memanfaatkan dan memajukan lingkungan alam yang membuat Pulau Rempang lebih terkenal kearifan lokalnya.
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PENDAHULUAN
Pulau Rempang merupakan salah satu pulau yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Luas wilayah Pulau Rempang yaitu sekitar 16 hektar yang terbagi menjadi 2 kelurahan dan memiliki 16 kampung tua yang dihuni sekitar 7.512 penduduk, 2 kelurahannya yaitu Rempang Cate dan Sembulang; sesuai dengan penjelasan Dedi Arman, masyarakat adat di Rempang yang telah tinggal lama di Pulau Rempang berasal dari tiga suku asli Rempang, yaitu suku melayu galang, suku orang darat, dan suku orang laut (Fuzain, 2023: 1081). 
Di Rempang akan dilakukan pembangunan kawasan industri yang dinamakan proyek Rempang Eco City, proyek ini sebenarnya telah mencuat pada tahun 2004, saat itu Pemerintah melalui BP Batam dan Pemerintah Kota Batam bekerja sama dengan PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai mitra swasta; proyek Rempang Eco City merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023 yang tertuang di dalam peraturan menteri koordinator bidang perekonomian republik Indonesia nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri koordinator bidang perekonomian nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan daftar Proyek Strategis Nasional yang disahkan pada 28 Agustus 2023 (Fuzain, 2023: 1088). Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) atau Rempang Eco City di Pulau Rempang menuai perlawanan yang merupakan hambatan dari proses pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang. Perlawanan yang dilakukan masyarakat Pulau Rempang merupakan kekhawatiran masyarakat untuk mempertahankan warisan, dan masa depan anak cucu mereka di Pulau Rempang yang merupakan rumah bagi mereka dari generasi ke generasi. Resistensi yang dilakukan oleh masyarakat Rempang yaitu masyarakat Rempang dengan kompak dan aktif melakukan demonstrasi yaitu aksi protes untuk menyuarakan bahwa mereka menolak proyek tersebut. 
James Scott (Fakhrurrazi dkk, 2022: 48) menjelaskan bahwa resistensi memfokuskan mengenai bentuk perlawanan yang benar-benar terjadi di sekitar atau kehidupan sehari-hari yang digambarkan dengan jelas bagaimana bentuk perlawanan kaum yang tidak memiliki kekuatan dalam melakukan penolakan terbuka atau kaum minoritas lemah. Jadi, resistensi yaitu suatu tindakan penolakan atau perlawanan terhadap sesuatu yang dianggap menindas untuk melawan ketidakadilan yang terjadi. Masyarakat Rempang yang sudah mendiami atau tinggal di pulau tersebut secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan adanya relokasi menimbulkan resistensi yang kuat. Adanya penggusuran dan relokasi masyarakat di Pulau Rempang karena pembangunan proyek tersebut menimbulkan resistensi yang kuat, sehingga perlu dianalisis secara mendalam menggunakan teori yang relevan.
[bookmark: _GoBack]Hegemoni merupakan konsep yang menjelaskan mengenai penguasaan tiran atau elite terhadap mereka yang lemah, konsep ini dipopulerkan pemikir italia, yaitu Antonio Gramsci (Miftakhuddin, 2019: 178). Hegemoni merupakan konsep dominasi atau kekuasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok atau entitas untuk mencapai suatu tujuan yang melibatkan aspek sosial, budaya, dan ideology (Jamin, et al 2024; Foucault, 2021). Adanya ekspetasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai pendorong kemajuan dan kesejahteraan, bertentangan dengan realitas yang terjadi mengenai adanya penggusuran dan berpotensi hilangnya identitas dan nilai-nilai budaya serta warisan sejarah masyarakat setempat (Nailul, 2024) . Istilah dekonstruksi adalah ciptaan filsuf Prancis, yaitu Jacques Derrida. Dekonstruksi adalah suatu cara membaca teks secara interpretatif atau hermeneutik dengan cara radikal, alih-alih menampilkan kehadiran makna asli sebuah teks, dekonstruksi justru meninggalkan usaha rehabilitasi seperti itu (Hardiman, 2016: 163). Mendekonstruksi berarti melucuti, membongkar, guna mencari dan memperlihatkan asumsi-asumsi suatu teks (Barker, 2016: 156). Jadi, dekonstruksi bertujuan untuk membongkar struktur dan makna yang ada pada teks, sistem, ataupun konsep untuk menggali lebih dalam dan menemukan kontradiksi atau pemahaman baru dengan cara yang lebih kritis.

Resistensi masyarakat di Pulau Rempang merupakan bentuk dari perlawanan terhadap hegemoni narasi pembangunan yang akan dilakukan. Teori hegemoni Gramsci dapat membantu dalam memahami bagaimana suatu kekuasaan mempengaruhi persepsi dan tindakan suatu masyarakat terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) (Gunawan, 2020; Rahma, et al 2024; Imamia, 2025). Penerapan teori dekonstruksi Jacques Derrida terhadap resistensi yang dilakukan oleh masyarakat Rempang atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City bertujuan untuk membongkar dan menunjukkan bagaimana hegemoni narasi pembangunan yang akan membuat masyarakat sejahtera dengan adanya relokasi dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang akan diberikan nantinya, justru hal tersebut membuat masyarakat Rempang marah dan merasa tidak adanya transparansi mengenai proyek tersebut, sehingga membuat masyarakat Rempang melakukan berbagai bentuk resistensi dengan berbagai faktor penyebabnya. 
Penelitian “Resistensi Masyarakat Rempang Atas Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City Dalam Wilayah Batam, Provinsi Kepulauan Riau” sangatlah penting, untuk memahami bahwa perlawanan yang dilakukan merupakan bentuk rasa kekhawatiran masyarakat karena kurangnya partisipasi masyarakat Pulau Rempang dalam pengambilan keputusan yang menimbulkan ketidakpercayaan. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mendokumentasikan sebuah peristiwa, melainkan memahami dinamika yang terjadi, dampak adanya pembangunan, akar permasalahan yang terjadi, pentingnya menghormati hak-hak dan suara masyarakat yang terdampak dalam proses pembangunan.
METODE
Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study) dalam mempelajari sesuatu secara intensif mengenai latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (Gunawan, 2013: 112). Creswell (Gunawan, 2013: 82-83) mengemukakan, pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan), atau keduanya).
Penelitian kajian budaya untuk memahami dan menganalisis perlawanan masyarakat Rempang terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengeksplorasi bagaimana identitas masyarakat Rempang dalam membentuk solidaritas perlawanan dalam mempertahankan hak-hak budaya dan tanah mereka. Penelitian mengenai “Resistensi masyarakat Rempang atas Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)” mengambil perspektif Kajian Budaya yang dilaksanakan dengan cara melakukan wawancara yang mendalam, kemudian hasil wawancara diuraikan dalam bentuk teks, dan data lainnya juga diperoleh dari kumpulan data yang dikumpulkan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dilakukan di Pulau Rempang, yaitu Rempang Eco City memicu konflik yang signifikan dengan masyarakat di Pulau Rempang. Hegemoni dalam resistensi masyarakat Rempang atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu melalui narasi pembangunan yang didukung oleh Pemerintah dan media yang dapat membentuk opini publik yang berisikan janji-janji ekonomi yang dapat menjadi hegemoni jika berhasil meyakinkan masyarakat. Perlawanan yang dilakukan masyarakat Rempang merupakan bentuk dari kontra hegemoni, karena adanya perlawanan yang dilakukan untuk menentang narasi dominan, dan mempertahankan hak-hak serta masa depan mereka. Dekonstruksi membongkar asumsi-asumsi dasar tentang pengungkapan ketidakstabilan yang merupakan upaya untuk memahami dan mempertanyakan kontradiksi pada sebuah teks yang dapat merumuskan pemaknaan baru.Permasalahan yang akan didekonstruksi yaitu mengenai perlawanan yang dilakukan masyarakat Pulau Rempang terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dimana pembangunan demi kemajuan yang sebenarnya untuk siapa kemajuan tersebut ditujukan, dan bagaimana kepentingan lokal dalam proses pengambilan keputusan dipinggirkan demi kepentingan nasional yang apakah benar-benar mewakili kepentingan seluruh warga negara, termasuk masyarakat Rempang. 
A. Gambaran Umum Masyarakat dan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang
Terdapat delapan Kampung Tua di kelurahan Rempang Cate, yaitu Kampung Tanjung Kertang, Tanjung Kelengking, Kampung Kalat, Pasir Panjang, Tebing Tinggi, Belongkeng, Cate, dan Monggak; dan terdapat enam Kampung di Kelurahan Sembulang, yaitu Sungai Raya, Dapur Enam, Sembulang Hulu, Sungai Buluh, Sembulang, dan Tanjung Banon; menurut data BPS 2022, jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Rempang Cate yaitu 4.095 jiwa (2.195 laki-laki dan 1.900 perempuan), sementara di Kelurahan Sembulang ada sebanyak 3.417 jiwa jumlah penduduk (1.819 laki-laki dan 1.598 perempuan) (Riau, 2024: 3). Secara budaya, masyarakat Rempang memiliki ikatan budaya yang sangat mendalam terhadap lingkungan alam tempat tinggal mereka yaitu di Pulau Rempang. Tanah adat yang berisikan sejarah, adat istiadat, dan ketergantungan akan lingkungan alam sebagai sumber ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada yaitu menjadi nelayan dan petani, yang secara fundamental menghubungkan sejarah dan suatu hal yang dilakukan secara turun-temurun yang merupakan sebuah identitas yang terbentuk dari interaksi harmonis antar sesama masyarakat yang dilakukan sejak dahulu.

1. Keadaan Masyarakat Rempang Sebelum Masuknya Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City
Sebelum adanya isu mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City mengenai pembangunan besar-besaran yang berkaitan dengan fasilitas-fasilitas pendukung, masyarakat Rempang fokus menjalani kehidupan sehari-hari yang relatif seimbang dan mandiri, yang sangat erat hubungannya dengan lingkungan alam, yaitu dengan cara mencari sumber kehidupan atau ekonomi masyarakat Rempang berbasis kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di Pulau tersebut. Pulau Rempang memiliki keindahan alam yang sangat dijaga oleh masyarakatnya dan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat Rempang. Mayoritas pekerjaan masyarakat Rempang yaitu menjadi nelayan dan petani. Dengan memanfaatkan tanah yang subur, masyarakat Rempang menanam segala jenis sayur dan buah yang nantinya dapat dijual yang menjadi sumber penghasilan dari masyarakat Rempang. Lalu sumber penghidupan lain yaitu menjadi nelayan, hidup masyarakat Rempang juga berdampingan dengan sumber daya laut yang sangat melimpah. 
Kehidupan sosial masyarakat Rempang terjalin erat dengan lingkungan yang berisikan adat istiadat, dan nilai-nilai tradisional yang merupakan bukti bahwa kesejahteraan tidak selalu diukur dari pembangunan  yang megah, melainkan kemampuan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan tradisi yang sudah mereka lakukan secara turun-temurun. Masyarakat Rempang memiliki ikatan historis dengan tanah tempat tinggal mereka yang sudah mereka tempati secara turun-terumurun dari generasi ke generasi, yang pastinya berisikan memoris dan sejarah didalamnya. Masyarakat Rempang sangat menjaga akan kelestarian lingkungan yang mencakup sumber daya alam yang ada di Pulau Rempang, dengan tujuan menjaga sumber mata pencaharian atau sumber kehidupan masyarakat Rempang dalam mencari nafkah.


2. Keadaan Masyarakat Rempang Setelah Masuknya Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City
Pulau Rempang direncanakan sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco-City; pembangunan kawasan industri dengan luas 17 ribu hektar itu akan digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG); proyek tersebut ditargetkan dapat menarik investasi hingga 381 triliun pada 2080; Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam ditunjuk sebagai pengawal realisasi investasi tersebut; BP Batam akan merelokasi seluruh penduduk Rempang yang berjumlah 7.500 hingga 10.000 jiwa (Ismail dkk, 2023: 52). Masyarakat Rempang yang sudah lama mendiami pulau tersebut secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang berisikan sejarah dan adat didalamnya, sebelum munculnya akan dilaksanakannya Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City yang membuat masyarakat Rempang harus di relokasi dari kampung halamannya, masyarakat Rempang mengatakan bahwa mereka tinggal di Pulau tersebut, hidupnya sudah sejahtera. Adanya pelaksanaan PSN nantinya yang membuat mereka direlokasi, tidak ada jaminan akan kesejahteraan seperti yang mereka rasakan saat ini.
[bookmark: _Hlk204214640]Munculnya resistensi sebagai bentuk kontra-hegemoni yang dilakukan masyarakat Rempang merupakan hal yang serius, dikarenakan sangat berdampak bagi kehidupan sosial masyarakat Rempang jika mereka pindah ke tempat baru dan meninggalkan kampung halamannya. Berbagai bentuk resistensi yang muncul, serta faktor penyebab dari resistensi tersebut menunjukkan adanya kontra-hegemoni yang dilakukan masyarakat Rempang, dan bagaimana hal tersebut di dekonstruksi dan memunculkan banyak makna dibalik narasi pembangunan akan kemajuan. Adanya dampak dari resistensi yang dilakukan masyarakat Rempang menunjukkan bahwa wacana dominan mengenai proyek tersebut yang membawa kemajuan serta kesejahteraan, justru menimbulkan kontradiksi.

B. Bentuk Resistensi Masyarakat Rempang atas Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Wilayah Batam, Provinsi Kepulauan Riau
Resistensi masyarakat Rempang atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City bukan sekadar penolakan sederhana mengenai penggusuran. Jika dilihat menggunakan teori Hegemoni Antonio Gramsci, resistensi yang dilakukan oleh masyarakat Rempang merupakan sebuah perjuangan masyarakat terhadap hegemoni yang dilakukan Pemerintah kepada masyarakat yang terkena dampak oleh proyek tersebut. Resistensi yang dilakukan oleh masyarakat Rempang merupakan sebuah upaya dalam menentang hegemoni mengenai ideologi pembangunan. 
Willfrid Johannes (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BP Batam): “Dengan adanya investasi di Pulau Rempang, maka pemerataan kehidupan dalam visi ekonomi itu akan merata di Kota Batam. Artinya, yang selama ini di rempang itu masyarakatnya hanya tau berkebun dan melaut, mereka bisa bekerja, mereka bisa tau teknologi, mereka juga bisa mendapat kehidupan yang layak. Artinya, akan ada banyak perusahaan di sana, akan ada pembangunan-pembangunan infrastruktur, yang akhirnya mereka nikmati. Bukan hanya di taraf orang tua, tapi generasi ke berikutnya” (Wawancara di Kantor BP Batam, 04 Februari 2025).
1. Aksi Demonstrasi dan Unjuk Rasa
Aksi demonstrasi atau unjuk rasa merupakan sebuah gerakan protes untuk menyampaikan suatu pendapat atau aksi untuk menyuarakan sebuah aspirasi, kritik, ketidak adilan, dan lainnya yang dilakukan oleh sekumpulan orang di hadapan umum. Masyarakat Rempang melakukan aksi demonstrasi dan unjuk rasa sebagai resistensi terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dilakukan di tanah tempat tinggal mereka. Contoh aksi demonstrasi dan unjuk rasa yang dilakukan masyarakat Rempang yaitu melakukan demonstrasi di depan gedung BP Batam dan di depan kantor walikota Batam, dengan menyuarakan pendapat atau penolakan mereka terhadap pembangunan tersebut, dan membawa spanduk-spanduk penolakan.
[image: ]
Gambar 1.1 Aksi Unjuk Rasa Yang Dilakukan Masyarakat Rempang
(Sumber: TikTok @rempangterkini)
Dalam aksi demonstrasi dan unjuk rasa yang dilakukan masyarakat Rempang yang berlokasi di Rempang, di depan kantor BP Batam, dan di depan kantor Walikota Batam, lalu memposting aksi tersebut di media sosial, untuk membuktikan bahwa masyarakat Rempang menolak pembangunan yang membuat masyarakat di relokasi, dan aktif memposting atau melakukan aksi demonstrasi dan unjuk rasa tersebut agar masyarakat tidak di relokasi dari kampung halaman yang sudah mereka tempati secara turun-temurun, dari generasi ke generasi.
2. Pembentukan Kelompok Penjagaan Kampung
Pembentukan kelompok untuk penjagaan kampung di pos-pos yang ada di wilayah Pulau Rempang merupakan bentuk dari antisipasi masyarakat Rempang terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga bentuk dari resistensi masyarakat Rempang, bahwa masyarakat Rempang mempertahankan tanah adat kampung halamannya dengan cara menjaga dan melakukan resistensi terhadap pembangunan yang membuat masyarakatat Rempang harus melakukan relokasi. Masyarakat di Pulau Rempang baik perempuan atau pun laki-laki, bergantian dalam penjagaan kampung dengan cara bergantian menjaga di pos-pos yang ada di Pulau Rempang. Penjagaan kampung di pos yang ada di Pulau Rempang dilakukan dengan cara berkelompok yang berisikan tiga sampai enam orang, jadwal di pagi hingga sore hari yaitu kelompok ibu-ibu, dan setelah itu pos-pos yang ada di Pulau Rempang lanjut dijaga oleh bapak-bapak hingga pagi hari. Seperti yang dikatakan oleh Masyarakat di Pulau Rempang:
Ibu Nia (50 tahun): “..sibuk dengan berjaga, kadang dari pagi kami jaga disini ibuk-ibuk, dari jam 7 sampai jam 5. Dari jaman dulu. Dari bapak-bapak nyambung sampai pagi subuh” (Wawancara di Pulau Rempang, 23 Januari 2025).
‘Sibuk dengan berjaga, ibu-ibu melakukan penjagaan di pagi hari, dari jam 7 hingga jam 5. Dari zaman dahulu. Bapak-bapak nyambung hingga saat pagi subuh’ (Wawancara di Pulau Rempang, 23 Januari 2025).

Pak Miswadi (46 Tahun): “Ha, makenye ini kan ibuk-ibuk. Nanti malam bapak-bapak. Gak pernah kosong” (Wawancara di Pulau Rempang, 23 Januari 2025).
‘Maka dari itu ibu-ibu. Nanti malam bapak-bapak. Tidak pernah kosong’ (Wawancara di Pulau Rempang, 23 Januari 2025).
[image: ][image: ]
Gambar 2.1 Pos penjagaan masyarakat rempang
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)
Penjagaan yang dilakukan sangat ketat, sehingga jika ada orang yang ingin memasuki wilayah Pulau Rempang yang melewati pos penjagaan tersebut, selalu ditanya apa kepentingan dan tujuan dari orang tersebut. Masyarakat di Pulau Rempang yang sedang melakukan jadwal penjagaan berkomunikasi dengan masyarakat Pulau Rempang yang sedang tidak melakukan penjagaan melalui grup WhatsApp, seperti yang dikatakan oleh salah satu dari masyarakat Rempang:
Pak Miswadi (46 Tahun): “Kite ade ini. Same, situ datang sini langsung telpon. Siapa pun masuk, ya kalau kurang pasukan kita telpon, di grup. Sekarang mau masuk Sembulang Hulu, apa dicari die. Kalau tak ade kepentingan, untuk ape die masuk Sembulang Hulu. Ha, kan gitu. Karne, dulu tu kite banyak ditipu. PT MEG berkeliaran matok, matok, matok. Lantaran kite ketemu, dah kita usir, di backup oleh TNI. Itu yang kita jage seperti itu” (Wawancara di Pulau Rempang, 23 Januari 2025).
‘Kita ada ini. Sama, jika kamu datang ke sini langsung telepon. Siapa saja yang masuk, kita telepon jika pasukan kurang, di grup. Sekarang ingin masuk Sembulang Hulu, apa yang ingin dicari. Jika tidak ada kepentingan, untuk apa dia masuk Sembulang Hulu. Seperti itu. Karena dulu kita sering tertipu. PT MEG berkeliaran. Lantaran kita ketemu, sudah kita usir, di backup oleh TNI. Itu yang kita jaga, seperti itu’(Wawancara di Pulau Rempang, 23 Januari 2025).
3. Memasang Spanduk di Sepanjang Jalan dan Depan Rumah
Masyarakat Rempang memasang spanduk di sepanjang jalan dan di depan rumah yang merupakan salah satu dari bentuk resistensi masyarakat Rempang atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dilakukan di Pulau Rempang. Spanduk-spanduk tersebut bertuliskan “Tolak PSN Rempang Eco City”, “Kami Menolak Direlokasi/Geser”, “Ini Kampung Nenek Moyang Kami!!!”, dan lainnya. Selain itu, masyarakat Rempang yang menolak di relokasi, juga memasang spanduk kecil bertuliskan “Kami Menolak Direlokasi/Geser” di depan rumah. Tujuan dari pemasangan spanduk tersebut yaitu untuk menyuarakan melalui tulisan yang ada di spanduk, spanduk di pasang di sepanjang jalan dan di depan rumah, bahwa masyarakat Rempang tersebut menolak di relokasi dari kampung tempat tinggal mereka.
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Gambar 3.1 Spanduk di depan rumah dan di pinggir jalan
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)
Bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan oleh masyarakat Rempang mengenai aksi demonstrasi dan unjuk rasa, pembentukan kelompok untuk penjagaan kampung yang akan dilakukan di pos-pos yang ada di Pulau Rempang, dan memasang spanduk di sepanjang jalan dan di depan rumah, hal tersebut merupakan bentuk fisik atau nyata yang dapat dilihat secara langsung bahwa masyarakat melakukan hal tersebut dengan kompak melakukan kontra hegemoni atau menolak hegemoni yang berkaitan dengan narasi pembangunan jika masyarakat Rempang melakukan relokasi. Resistensi masyarakat Rempang adalah upaya masyarakat untuk menentang dan meruntuhkan hegemoni tersebut, berbagai bentuk resistensi yang masyarakat Rempang tampilkan dan lakukan mencerminkan bahwa masyarakat menolak dengan tegas adanya relokasi. 

C. Faktor Penyebab Resistensi Masyarakat Rempang atas Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Wilayah Batam, Provinsi Kepulauan Riau
Artikel web BP Batam (2024) yang berjudul “Pembangunan dan Pengembangan Rempang Upaya Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Sosial”, menjelaskan bahwa Pemerintah terus berupaya melalui pembangunan nasional yang inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia. Adanya program pembangunan nasional, pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan yang adil yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Upaya Pemerintah sukses jika dapat meningkatkan kesejahteraan semua rakyat, atau sebagian rakyat tanpa membuat sebagian yang lain lebih buruk.
Hegemoni narasi mengenai pembangunan yang membuat masyarakat Rempang direlokasi dari kampung halamannya tersebut mengabaikan hak masyarakat dalam mempertahankan adat dan sejarah kampung halamannya. Ketika narasi hegemoni tidak memikirkan dampak yang serius terhadap masyarakat adat, narasi yang seharusnya meyakinkan dan membawa dampak positif serta membangun, justru membuat masyarakat Rempang marah. Penerapan teori dekonstruksi Jacques Derrida terhadap resistensi yang dilakukan oleh masyarakat Rempang atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City bertujuan untuk membongkar dan menunjukkan bagaimana hegemoni narasi pembangunan yang akan membuat masyarakat sejahtera dengan adanya relokasi dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang akan diberikan nantinya, justru hal tersebut membuat masyarakat Rempang marah dan merasa tidak adanya transparansi mengenai proyek tersebut, sehingga membuat masyarakat Rempang melakukan berbagai bentuk resistensi sebagai bentuk dari kontra-hegemoni dengan berbagai faktor penyebabnya. 
Pembangunan yang seharusnya mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat yang terkena dampaknya secara langsung, justru menimbulkan resistensi sebagai penolakan atau kontra-hegemoni terhadap narasi pembangunan yang dapat membuat masyarakat Rempang melakukan relokasi dan pindah dari kampung halamannya yang sudah mereka tempati secara turun-temurun, sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu masyarakat Rempang:
Ibu Mei (33 tahun): “Ya kan masyarakat bilang gini dek. Masyarakat punya statement, pembangunan boleh asalkan tidak merusak sumber penghidupan, sumber penghidupan masyarakat. Tidak mengganggu laut dan darat masyarakat, gitu. Masyarakat mendukung pembangunan selagi itu menguntungkan masyarakat. Tapi kalau merusak sumber penghidupan, merusak sumber kehidupan masyarakat laut dan darat, masyarakat tidak mau. Dan juga Pemerintah selalu mengeluarkan statement bahwa masyarakat agar sejahtera. Tanpa disadari, masyarakat hidup kami hidup di Pesisir sini, anak-anak kami juga banyak yang sudah bisa menjadi sarjana, dan itu dari nelayan, dari perkebunan, gitu” (Wawancara di Pulau Rempang, 01 Mei 2025).
‘Masyarakat mengatakan seperti ini. Masyarakat memiliki pernyataan, pembangunan boleh jika tidak merusak sumber penghidupan, sumber penghidupan masyarakat. Tidak mengganggu laut dan darat masyarakat. Masyarakat mendukung pembangunan jika itu menguntungkan masyarakat. Tetapi jika merusak sumber kehidupan, merusak sumber kehidupan masyarakat laut dan darat, masyarakat tidak mau. Dan juga Pemerintah selalu mengeluarkan pernyataan bahwa masyarakat agar sejahtera. Tanpa disadari, kami sebagai masyarakat yang hidup di Pesisir ini, anak-anak kami banyak yang sudah menjadi sarjana, dan itu dari nelayan dan perkebunan’ (Wawancara di Pulau Rempang, 01 Mei 2025).
Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa masyarakat Rempang pada dasarnya tidak menolak pembangunan, asalkan pembangunan tersebut tidak merugikan masyarakat, salah satunya yaitu membuat masyarakat Rempang tergusur atau relokasi meninggalkan kampung halaman yang dapat menghilangkan identitas budaya mereka. Berikut beberapa faktor penyebab resistensi yang dilakukan masyarakat Rempang yaitu:
1. Tolak Relokasi
Salah satu faktor utama penyebab masyarakat Rempang melakukan resistensi yang berkaitan atau berkesinambungan dengan faktor lainnya yaitu masyarakat menolak di relokasi. Masyarakat Rempang tetap menolak di relokasi dari kampung halamannya yang sudah mereka tempati secara turun-temurun dari generasi ke generasi, ke tempat baru, walaupun diberi janji terhadap fasilitas-fasiitas yang akan diberikan. Tolak relokasi merupakan simbol resistensi yang dilakukan oleh masyarakat Rempang dengan tujuan untuk mempertahankan identitas, sejarah, mata pencaharian, kelestarian lingkungan, dan hak-hak dasar mereka. Masyarakat Rempang tidak menolak kemajuan pembangunan, masyarakat mendukung adanya pembangunan asalkan tidak mengganggu dan merugikan masyarakat, khususnya masyarakat di Pulau Rempang, sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu masyarakat Rempang:
Pak Iwan (56 tahun): “Kita ingin Sembulang ini, Rempang ini khususnya pulih gitu. Bukan kita menolak tadi pembangunan, tidak. PSN atau pun ape mereknya, kite tidak menolak. Kite jangan sampai hak-hak yang dasarnya ini yang dilanggar mbak. Jangan gitu mbak. Kami bukan tidak welcome dengan pembangunan, kami sangat setuju, gitu” (Wawancara di Pulau Rempang, 01 Mei 2025).
‘Kita ingin Sembulang ini, Rempang ini khususnya pulih. Bukan kita menolak pembangunan, tidak. PSN atau apa pun itu, kita tidak menolak. Kita jangan sampai hak-hak dasarnya ini yang dilanggar. Jangan. Kami bukan tidak welcome dengan pembangunan, kami sangat setuju’ (Wawancara di Pulau Rempang, 01 Mei 2025).
Masyarakat Rempang melakukan resistensi sebagai kontra-hegemoni untuk menolak relokasi yang dapat mengakibatkan hilangnya tanah adat tempat tinggal masyarakat Rempang secara turun-temurun, hilangnya sumber penghidupan atau mata pencaharian masyarakat Rempang yaitu sebagai petani dan nelayan, dikarenakan akan sangat berdampak terhadap lingkungan sumber penghidupan masyarakat Rempang yaitu darat dan laut.
2. Kekhawatiran Akan Generasi Penerus dan Hilangnya Tanah Adat Tempat Tinggal Turun-Temurun 
Kehidupan sehari-hari masyarakat Rempang terjalin erat dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, yaitu lingkungan darat dan laut. Penggusuran atau relokasi tidak hanya mengakibatkan hilangnya tempat tinggal di kampung halaman, tetapi juga hilangnya sejarah, budaya, dan identitas yang sudah terbentuk dari dulu secara turun-temurun. Tawaran relokasi di tempat yang baru meskipun dijanjikan dengan fasilitas yang disediakan, tetap menimbulkan kekhawatiran besar tentang bagaimana generasi penerus anak dan cucu mereka jika masyarakat Rempang di relokasi ke tempat lain. Masyarakat Rempang tidak hanya memperjuangkan sebuah tanah, tetapi mempertahankan hak anak cucu mereka terhadap sejarah, hidup di lingkungan yang aman dan berbudaya, serta identitas mereka yang sebenarnya. Ini merupakan salah satu alasan masyarakat Rempang berjuang untuk masa depan yang berkelanjutan di tengah arus pembangunan, sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu masyarakat Rempang:
Ibu Nia (50 tahun): ”Ya itu akan fatal. Pasti fatal. Dengan ibaratnya, kalau terjadi PSN ini ibaratnya anak cucu kita nanti akan terancam, ibaratnya rumah kita sendiri ee.. tidak akan apa ya.. ibaratnya walaupun kampung kita sendiri itu akan tidak di ini sama pemerintah, pasti anak cucu kita nanti itu yang akan merasakan akibatnya” (Wawancara di Pulau Rempang, 23 Januari 2025).
‘Itu akan fatal. Pasti fatal. Ibaratnya, kalau terjadi PSN ini ibaratnya anak cucu kita nanti akan terancam, ibaratnya rumah kita sendiri, tidak akan, ibaratnya walaupun kampung kita sendiri itu akan tidak di ini dengan Pemerintah, pasti anak cucu kita nanti itu yang akan merasakan akibatnya’ (Wawancara di Pulau Rempang, 23 Januari 2025).
3. Kekhawatiran Akan Hilangnya Mata Pencaharian
Bagi masyarakat Rempang, proyek pembangunan tersebut bukan hanya perubahan tempat tinggal, melainkan ancaman langsung terhadap sumber mata pencaharian yang telah masyarakat Rempang lakukan secara turun-temurun. Sumber penghidupan atau mata pencaharian terbesar masyarakat Rempang yaitu sebagai nelayan dan petani. Masyarakat Rempang bergantung pada laut dan darat. Masyarakat Rempang berjuang untuk melindungi sumber mata pencaharian dari ancaman pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dilakukan di Pulau Rempang yang berpotensi dapat merusak ekosistem laut dan darat tempat masyarakat Rempang mencari nafkah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Miswadi yang merupakan salah satu masyarakat Rempang:
Pak Miswadi (46 tahun): “Kami orang nelayan. PSN ini, kite lagi PSN. PSN ni kan akan di bangun, katanya ya,  pabrik kace, dengan solar panel. Pabrik kace sumbernye dari pasir silika, katanya kite pun tak tau, katanya yang disebar berita. Pasir silika itu kan sumbernye dari laut kami. Kami warga pesisir ni mayoritas nelayan. Kalau laut kami habes, dari mane kami nak cari makan? same juga, kami ni banyak petani. Kalau darat kami habes, dibangun, dari mana kami nak bertani, nak bercocok tanam? Itu yang khawatirkan. Ha ni saya buka, hasil tani di Pulau Rempang tu 60 hingga 70 persen sayur atau pun buah. Itu yang paling kuat, di Pulau Rempang, hasil nye, untuk memberi makan orang yang ade di Batam. Sumbernye dari sini yang kuat” (Wawancara di Pulau Rempang, 23 Januari 2025).
‘Kami orang nelayan. PSN ini, kita lagi PSN. PSN ini akan dibangun, katanya pabrik kaca dengan solar panel. Pabrik kaca sumbernya dari pasir silika, katanya kita juga tidak tau, katanya yang disebar berita. Pasir silika itu kan sumbernya dari laut kami. Kami warga pesisir ini mayoritas nelayan. Jika laut kami habis, darimana kami mencari makan? sama juga, kami ini banyak petani. Jika darat kami habis, dibangun, dari mana kami akan bertani, ingin bercocok tanam? itu yang khawatirkan. Ini saya buka, hasil tani di Pulau Rempang itu 60 hingga 70 persen sayur atau pun buah. Itu yang paling kuat, di Pulau Rempang, hasilnya, untuk memberi makan orang yang ada di Batam. Sumbernya dari sini yang kuat’ (Wawancara di Pulau Rempang, 23 Januari 2025).
4. Kekhawatiran Akan Terancamnya Kelestarian Lingkungan
Bagi masyarakat Rempang, lingkungan merupakan sumber keberlanjutan hidup mereka, darat dan laut menjadi tempat sebagian besar masyarakat rempang mencari nafkah yaitu menjadi petani dan nelayan. Masyarakat Rempang yang sangat bergantung pada sumber daya laut, khususnya yang tinggal di pesisir, mengkhawatirkan akan rusaknya ekosistem laut akibat proyek yang akan dibangun. Rusaknya lingkungan laut, mengakibatkan akan hilangnya mata pencaharian masyarakat Rempang sebagai nelayan, dan terancamnya keberlangsungan hidup mereka. Resistensi yang dilakukan masyarakat Rempang bukanlah semata-mata hanya penolakan buta terhadap proyek pembangunan yang akan dilakukan di kampung mereka, melainkan bentuk kepedulian yang mendalam bagi masyarakat Rempang terhadap kelestarian lingkungan hidup mereka.
5. Tidak Adanya Transparansi dan Kurangnya Komunikasi Terkait Keputusan Terhadap Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)
Sejak awal, tidak adanya transparansi dan kurangnya komunikasi terkait keputusan terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) adalah salah satu pemicu utama resistensi yang dilakukan masyarakat Rempang. Keputusan yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat Rempang sejak awal merupakan salah satu alasan yang membuat masyarakat Rempang melakukan resistensi. Ketika masyarakat Rempang merasa hak-hak masyarakat Rempang diabaikan, suara masyarakat Rempang tidak didengar, dan masa depan masyarakat Rempang ditentukan secara sepihak terkait keputusan mengenai proyek tersebut, resistensi merupakan respon alami masyarakat Rempang untuk mempertahankan hak mereka, karena proyek strategis nasional (PSN) seharusnya mensejahterakan masyarakat, justru membuat luka mendalam bagi masyarakat Rempang dikarenakan komunikasi yang buruk dan keputusan sepihak tanpa melibatkan masyarakat Rempang terlebih dahulu.
6. Adanya Penyerangan Yang Terjadi Kepada Masyarakat Rempang
Peristiwa penyerangan yang terjadi kepada masyarakat Rempang menimbulkan kekacauan dan kemarahan masyarakat Rempang. Penyerangan yang terjadi secara tiba-tiba tersebut mengakibatkan beberapa masyarakat Rempang mengalami luka-luka. Peristiwa tersebut membuat masyarakat Rempang menambah anggota untuk penjagaan di pos, yang tadinya 3-4 orang, bertambah menjadi 6 orang. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu masyarakat Rempang, yaitu:
Pak Miswadi (46 tahun): “Ini salah satu kendaraan yang rusak parah. Dia mobil ini satu, pickup, keri warna silver satu biji, di rusak juga, same. Motor belasan biji, kap kap nye pecah. Ramai orang tu. Udah jelas yang datang kemarin tu yang kami keliatan tu mobil due, dengan motor, dengan lori” (Wawancara di Pulau Rempang, 23 Januari 2025).
‘Ini salah satu kendaraan yang rusak parah. Mobil ini satu, pickup, keri warna abu-abu satu, di rusak juga, sama. Motor belasan buah, kapnya pecah. Ramai orang saat itu. Sudah jelas yang datang kemarin itu yang keliatan itu mobil dua, ada motor, ada lori’ (Wawancara di Pulau Rempang, 23 Januari 2025).
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Gambar 6.1 Kaca mobil pemilik salah satu masyarakat Rempang yang pecah
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)
Peristiwa tersebut juga membuat masyarakat Rempang semakin tidak tenang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari hingga saat sedang bekerja di laut maupun di darat. Adanya penyerangan yang terjadi tersebut menunjukkan bahwa ambisi dalam pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar dan keamanan masyarakat.
7. Perbedaan Kepentingan
Perbedaan kepentingan mengakibatkan konflik yang terjadi, dimana hal tersebut menunjukkan bagaimana kepentingan ekonomi pembangunan yang mengabaikan kepentingan sosial, budaya, dan hak asasi manusia masyarakat Rempang. Masyarakat Rempang memiliki kepentingan dalam menjaga kelestarian alam baik di darat maupun di laut, karena itu adalah kehidupan dan mata pencaharian masyarakat Rempang. Ekonomi pembangunan memprioritaskan kemajuan dalam membangun Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City yang tanpa mempertimbangkan dampak yang terjadi pada kehidupan masyarakat adat.
Resistensi sebagai kontra-hegemoni yang dilakukan masyarakat Rempang yaitu seruan masyarakat Rempang dalam menuntut keadilan yang dapat di dekonstruksi dan mengungkap bahwa narasi pembangunan yang lebih maju mengandung beberapa penghancuran bagi bentuk-bentuk yang lain, seperti hilangnya sejarah, budaya, dan identitas yang sudah terbentuk dari dulu secara turun-temurun, dan beberapa faktor penyebab lainnya. Resistensi yang dilakukan masyarakat Rempang menegaskan bahwa jika akan dilakukan pembangunan, harus mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan di tempat tersebut, apakah membawa banyak dampak positif khususnya bagi masyarakat yang terkena dampak, atau sebaliknya. Serta harus melibatkan masyarakat yang terkena dampak secara aktif terkait pembangunan yang akan dilakukan di tempat tersebut agar terciptanya pembangunan yang adil dan sejahtera.

D. Dampak Resistensi Masyarakat Rempang atas Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Wilayah Batam, Provinsi Kepulauan Riau
1. Trauma dan Hilangnya Rasa Aman di Tempat Tinggal atau Kampung Halaman
Trauma adalah respons emosional yang berkaitan dengan psikologis manusia terhadap peristiwa yang menyakitkan atau pun mengerikan. Trauma bukan sekadar kesedihan dan ketidaknyamanan yang mengganggu aktivitas, melainkan juga dapat menyebabkan seseorang merasa tidak berdaya dan merasa takut. Trauma dan hilangnya rasa aman di tempat tinggal atau kampung halaman sendiri yaitu salah satu dari dampak segala bentuk resistensi yang dilakukan masyarakat Rempang dengan berbagai faktor penyebabnya. 
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City yang tidak menghargai hak masyarakat Rempang membuat masyarakat Rempang cemas dan melakukan berbagai bentuk resistensi untuk menolak proyek tersebut. Adanya penyerangan yang terjadi secara tiba-tiba kepada masyarakat Rempang yang sedang berjaga di pos, membuat masyarakat Rempang trauma dan merasa tidak aman di tempat tinggalnya sendiri. Penyerangan yang terjadi secara tiba-tiba membuat kaget masyarakat Rempang, hingga masyarakat Rempang ada yang terluka atau mengalami luka-luka akibat penyerangan yang terjadi kepada masyarakat Rempang, dan beberapa kendaraan rusak atau pecah.
2. Hilang dan Terbaginya Fokus
Hilang dan terbaginya fokus masyarakat Rempang akibat segala yang terjadi yang menjadi faktor penyebab resistensi yang dilakukan masyarakat Rempang karena pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City yang membuat masyarakat Rempang harus melakukan relokasi, merupakan salah satu dampak yang membuat masyarakat Rempang tidak fokus dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari terutama saat bekerja, baik bekerja sebagai petani maupun sebagai nelayan. Perjuangan untuk mempertahankan tanah tempat tinggal yang sudah mereka tempati sejak dulu secara turun-temurun sangat menguras energi, waktu, dan mengalihkan perhatian atau terbaginya fokus masyarakat setiap harinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Miswadi yang merupakan salah satu masyarakat Rempang:
Pak Miswadi (46 tahun): “Dampak die? Ini belum dibangun ye. Udah setahun lebih kami memperjuangkan, dampak die perekonomian kami tu termasuk anjlok. Kenape saye mengatakan anjlok? Konsentrasi kami kerje tu udah jaoh. Sekarang saya balik bertanya. Situ megang laptop, kalau konsentrasi bise terlaksana tidak? Gak kan? Same. Kami yang terjadi di Pulau Rempang ini khususnya di Sembulang, konsentrasi kami kerje, tidak tentram, tidak tenang. Kenape kami tak tenang? Karne kami berpikir yang di darat ini. Pihak-pihak yang tak bertanggung jawab, datang nyelonong masuk, ha itu yang kami antisipasi. Karne kami tu, bukan perorangan, kami kekompakan. Jadi kami kerje tu, hati kami belah bagi. Kalau yang ke laut, die separuh di darat hati die, ha begitu juga yang kami petani. Die memang macul, tapi cangkulnye aje cuma dipacul cabe, hati die bukan di tanah itu. Di sini ni untuk penjagaan. Karne alhamdulillah udah berapa bulan ini ya kak yang ye, agak aman, agak aman lah istilah die. Kalau dulu kan kami terintimidasi betol” (Wawancara di Pulau Rempang, 23 Januari 2025).
‘Dampaknya? Ini belum dibangun. Sudah setahun lebih kami memperjuangkan, dampaknya perekonomian kami termasuk turun. Kenapa saya mengatakan turun? Konsentrasi kami kerja itu sudah jauh. Sekarang saya kembali bertanya. Kamu memegang laptop, kalau konsentrasi bisa terlaksana tidak? Tidak kan? Sama. Kami yang terjadi di Pulau Rempang ini khususnya di Sembulang, konsentrasi kami kerja, tidak tentram, tidak tenang. Kenapa kami tidak tenang? Karena kami berpikir yang di darat ini. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, datang langsung masuk, itu yang kami antisipasi. Karena kami itu bukan perorangan, kami kekompakan. Jadi kami kerja itu, hati kami Jadi, disaat kami bekerja, hati kami terbagi. Yang di laut, separuh hatinya ada di darat, seperti itu juga yang petani. Dia memang menggali, tetapi cangkulnya saja yang menggali, hati dia tidak di tanah itu. Di sini untuk penjagaan. Karena alhamdulillah sudah beberapa bulan ini, agak aman lah istilahnya. Kalau dulu kami sangat terintimidasi’ (Wawancara di Pulau Rempang, 23 Januari 2025).
Resistensi untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak atas tanah menjadi salah satu fokus utama masyarakat Rempang. Setiap hari, pikiran mereka dipenuhi dengan rasa kekhawatiran akan kampung halaman, melakukan penjagaan di pos penjagaan kampung merupakan menjadi salah satu aktivitas wajib sebagai bentuk antisipasi yang dilakukan setiap hari demi menjaga Pulau Rempang dan sebagai salah satu bentuk dari resistensi masyarakat Rempang terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City yang menggusur atau membuat masyarakat Rempang harus direlokasi dari kampung halamannya sendiri.
3. Adanya Luka Fisik
Adanya luka fisik yang nyata dikarenakan penyerangan yang terjadi secara tiba-tiba disaat beberapa masyarakat Rempang sedang melakukan penjagaan di pos saat malam hari. Beberapa masyarakat ada yang mukanya lebam dikarenakan di pukul, kepala bocor, dan terkena panah di punggungnya. Sebagaimana bukti adanya kekerasan fisik seperti yang dikatakan oleh Bapak Miswadi yang merupakan salah satu masayarakat Rempang:
Pak Miswadi (46 tahun): “Ini lantaran pasca tanggal 18 Desember kemaren, diserang oleh PT MEG, habis spanduk kite. Malam. Kurang lebih jam 12 malam. Ha ini salah satunye pak Zakaria yang matenye lebam. Inilah korbannya. Dipukul. Ini salah satu kepale yang bocor. (memperlihatkan foto dari hp) Serangan pade malam itu. Gak tau lah dipake ape-ape, yang penting bocor kepala die” (Wawancara di Pulau Rempang, 23 Januari 2025).
‘Ini dikarenakan tanggal 18 Desember kemarin, diserang oleh PT MEG, habis spanduk kita. Malam. Kurang lebih jam 12 malam. Yang terkena panah. Ini salah satunya Pak Zakaria yang matanya lebam. Ini korbannya. Di pukul. Ini salah satu kepala yang bocor. Serangan saat malam itu. tidak tau memakain apa, yang penting bocor kepala dia’ (Wawancara di Pulau Rempang, 23 Januari 2025).
Insiden peyerangan yang terjadi kepada masyarakat Rempang disaat sedang melakukan penjagaan di pos penjagaan mengakibatkan cedera fisik yang serius, masyarakat Rempang yang menjadi korban yang mengalami luka-luka fisik akibat insiden tersebut merupakan bukti nyata dari tindak kekerasan yang terjadi. Disaat masyarakat Rempang berupaya melakukan pertahanan untuk menjaga kampung halaman mereka, mempertahankan hak-hak dan tanah leluhur mereka, justru mendapat ancaman yang menyebabkan luka fisik.
4. Hilangnya Kepercayaan
Kepercayaan adalah fondasi utama dalam sebuah hubungan. Ketika kepercayaan itu runtuh atau hilang, segala bentuk kebijakan atau program bahkan sesuatu yang memiliki maksud baik pun akan sulit diterima. Dalam permasalahan yang sedang terjadi yaitu ketidakpercayaan masyarakat Rempang setelah hal-hal yang terjadi karena kurangnya komunikasi dan tidak adanya transparansi mengenai keputusan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City, baik pada janji-janji pembangunan, pekerjaan, kesejahteraan, dan lainnya. Masyarakat Rempang sebagai masyarakat adat merasa tidak dihormati. 
Pak Supri (42 tahun): “Makanya setiap ade bantuan dari mereka, kalau itu minta ktp atau minta, kami tak mau”
‘Maka dari itu jika ada bantuan dari mereka, kalau meminta ktp, kami tidak mau’
Pak Miswadi (46 tahun): “Tolak”
Pak Supri (42 tahun): “Walaupun itu  gratis ya, takut kejebak jadinye” 
‘Walaupun gratis, nanti takut terjebak’ (Wawancara di Pulau Rempang, 23 Januari 2025).
Pemulihan kepercayaan merupakan tugas yang berat, dikarenakan memerlukan pendekatan yang baik dan menjamin bahwa pembangunan yang akan dilakukan yaitu pembangunan akan kemajuan yang benar-benar akan mensejahterakan masyarakat, bukan justru membuat masyarakat merasa tidak dihargai atau dihormati, bahkan merasa terintimidasi. Ketika masyarakat merasa suara mereka tidak didengar, hak-hak dan keamanan akan tempat tinggal mereka dirampas, dapat membuat masyarakat tidak percaya jika ada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan akan kemajuan selanjutnya.

E. Solusi Resistensi Masyarakat Rempang terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Wilayah Batam, Provinsi Kepulauan Riau
Resistensi atau penolakan keras yang dilakukan oleh masyarakat Rempang terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City, bukan berarti masyarakat Rempang menolak adanya pembangunan. Adanya relokasi yang membuat masyarakat Rempang diharuskan pindah dari tempat tinggal atau kampungnya sendiri, merupakan alasan utama dari resistensi yang dilakukan masyarakat Rempang. Ketika tanah sebagai objek yang dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan untuk kemajuan ekonomi suatu negara, namun bagi masyarakat Rempang, tanah tempat tinggal yang sudah mereka tempati secara turun-temurun merupakan bagian dari diri mereka yang memiliki cerita dan adat didalamnya. Masyarakat Rempang melakukan resistensi tidak hanya sebagai bentuk kehilangan tanah tempat tinggal sebagai properti yang dapat dihitung ganti ruginya, tetapi mereka kehilangan memori hidup, putusnya rantai sejarah, dan bahkan terancamnya identitas kampung halaman yang sudah mereka bangun sejak dulu. Bagi masyarakat Rempang, kampung halaman tempat tinggal mereka merupakan memori kolektif yang hidup, dimana sejarah dan identitas mereka diwariskan dari generasi ke generasi, dan memiliki banyak cerita didalamnya yang tidak terpisahkan dari eksistensi masyarakat Rempang. 
Resistensi yang dilakukan masyarakat Rempang bukan sekadar bentuk penolakan buta tanpa solusi. Masyarakat Rempang mendukung apapun pembangunan tersebut, asalkan pembangunan tersebut tidak mengganggu masyarakat dan tidak merugikan masyarakat Rempang, baik dari segi tempat tinggal, maupun mata pencaharian, dan lainnya. 
1. Pembangunan yang Memanfaatkan dan Mengembangkan Lingkungan Alam dan Sumber Daya yang ada di Pulau Rempang
Pulau Rempang memiliki daya tarik wisata yang dapat dijadikan alternatif pembangunan yang dapat membuat masyarakat Rempang bisa mencari uang atau bekerja sesuai dengan porsi dan profesi mereka masing-masing. Jika ada pembangunan proyek yang tidak mengembangkan kearifan lokal dari Pulau Rempang, sebaiknya pembangunan tersebut dilakukan di tempat yang tidak ada penduduk atau penghuninya, yaitu di tanah atau lahan yang kosong. Bukan merelokasi masyarakat Rempang yang sudah tinggal di Pulau tersebut ke tempat atau ke lahan yang kosong dan membangun rumah yang akan ditempati masyarakat Rempang yang melakukan relokasi, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Iwan yang merupakan salah satu masyarakat Rempang:
Pak Iwan (56 tahun): “Solusinya kita itu. Silakan bangun, jangan kami digusur. Itu solusinya, kan. Gampang kan. Bisa ndak kamu tidak mengusir kami, kamu bangun itu. Bangun di situ, bikin kota baru kalau perlu” (Wawancara di Pulau Rempang, 01 Mei 2025).
‘Solusinya. Silakan bangun, kami jangan digusur. Itu solusinya. Mudah. Bisa tidak kamu tidak mengusir kami, kamu bangun itu. Bangun di situ, buat kota baru jika perlu’ (Wawancara di Pulau Rempang, 01 Mei 2025).
Masyarakat Rempang yang sebagian besar adalah orang Melayu telah mendiami atau tinggal di Pulau tersebut sejak dahulu sebelum Pulau tersebut bergabung dengan Batam, dan sebelum adanya jembatan Barelang yang menghubungkan Batam, Rempang, dan Galang. Resistensi yang dilakukan masyarakat Rempang bukan bermaksud menghambat investasi untuk proyek pembangunan yang lebih maju ataupun melawan kebijakan Pemerintah, tetapi resistensi untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Rempang, baik dari segi keamanan, lingkungan hidup yang sehat, dan lainnya. Pembangunan dengan memanfaatkan lingkungan alam yang ada yaitu dari segi wisata dan kuliner yang mengembangkan kearifan lokal dari Pulau Rempang merupakan alternatif dari proyek pembangunan yang merugikan masyarakat Rempang yang membuat masyarakat Rempang harus direlokasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Iwan yang merupakan salah satu masyarakat Rempang mengenai solusi yang mengembangkan kearifan lokal Pulau Rempang:
Pak Iwan (56 tahun): “Buat lebih bagus jembatan ini (jembatan untuk menyebrang ke Pulau Mubut), kan gitu, kira-kira seperti itu, ada fasilitas pendukung. Ini tidak, mau dihalau pula kita. Ha itu, jadi bejalan dek. Ekonomi wisata lah, pariwisata kayaknya cocok di sembulang, menurut saya ya kalau ingin melihat alam. Tapi pada intinya, orang rame datang kan kita bisa berinteraksi, jual beli dan lain sebagainya. Kalau kita gini sama kita pun takkan maju juga, betul. Makanya kita tidak menolak pembangunan. Kita bisa interaksi, ha bisa saling menguntungkan. Apa yang ada, potensi yang ada. Alam sembulang ini cocok untuk apa, wisata kan. Gitu. Macam sudah didukung pulau mubut darat. Ini kita pula mau dihalaunya, macam mana kita. Kok Pemerintah tak terbaca ini, kan kita aja pikiran saya aja terbaca. Makanya saya buka restoran Pak Long, itu kan saya ada restoran disana. Ha itu saya buka itu, sebelum ini saya, 2003 sampai sekarang saya sekarang. Kenapa? Ya itu tadi dari kasus rempang, kasus covid masih bertahan saya. Ha apalagi didukung pariwisata ini, makin jadi saya. Mungkin sampai ke Pinang saya panjangkan restoran saya. Ha kan gitu, itu masalahnya. Kita mengharapkan luar, untuk orang luar memang restoran itu, bukan untuk penduduk kampung ini, bukan. Kita ada tempat santai yang lebih bagus. Kira-kira kan begitu. Ini pula awak nak dihalau pula di situ, macam mana kita. Ha seperti itu dek” (Wawancara di Pulau Rempang, 01 Mei 2025).
‘Bangun lebih bagus jembatan ini, kira-kira seperti itu, ada fasilitas pendukung. Ini tidak, diusir pula kita. Itu, jadi berjalan. Ekonomi wisata, pariwisata sepertinya cocok di Sembulang, menurut saya jika ingin melihat alam. Tapi pada intinya, orang ramai datang, kita bisa berinteraksi seperti jual beli dan lain sebagainya. Kalau kita seperti ini saja tidak akan maju juga, benar. Maka dari itu kita tidak menolak pembangunan. Kita dapat berinteraksi, bisa saling menguntungkan. Apa yang ada, potensi yang ada. Alam Sembulang ini cocok untuk apa, wisata. Seperti sudah didukung Pulau Mubut Darat. Ini kita pula diusir, bagaimana kita. Kok Pemerintah tidak terbaca hal ini, kita saja pikiran saya saja terbaca. Maka dari itu saya membuka restoran Pak Long, saya ada restoran disana. Itu saya buka, sebelum saya, 2003 hingga sekarang. Kenapa? Ya itu tadi dari kasus Rempang, kasus covid masih bertahan saya. apalagi jika didukung pariwisata ini, saya makin menjadi. Mungkin sampai ke Pinang saya panjangkan restoran saya. Seperti itu masalahnya. Kita mengharapkan dari luar, untuk orang luar memang restoran itu, bukan untuk penduduk kampung ini, bukan. Di sini ada tempat santai yang lebih bagus. Seperti itu’ (Wawancara di Pulau Rempang, 01 Mei 2025).
Dengan adanya pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada akan lebih baik, dikarenakan masyarakat Rempang merasa bahwa masyarakat Rempang bisa mencari uang atau bekerja sesuai dengan porsi dan profesinya masing-masing.
2. Meminta Legalitas Kampung
Asas legalitas merupakan sarana utama dalam mencegah kesewenang-wenangan penguasa dalam pemidanaan; dengan demikian sebagai sarana kepastian hukum bagi rakyat, yang berarti asas legalitas formil dapat menjadi sarana mewujudkan keadilan dalam pemidanaan; dengan kata lain segala kewenangan penguasa harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (Widayati, 2011: 318). Jadi, legalitas merupakan status hukum yang sah dan diakui oleh hukum yang berlaku dan bersifat pasti, agar terciptanya lingkungan yang tertib dan adil.
Masyarakat Rempang meminta legalitas kampung tua yang ada di Rempang, sebagai bukti atas kepemilikan lahan tempat tinggal atau kampung halaman mereka yang sudah mereka tempati sejak dulu secara turun-temurun. 
“Kami ingin meminta legalitas kampung tua yang ada di Rempang” (Ishak dalam artikel Tempo Pemerintah Buka Peluang Legalisasi Kampung Tua di Pulau Rempang, 28 April 2025).
Masyarakat Rempang melakukan resistensi terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City menuntut pengakuan hak atas tanah yang sudah mereka tempati secara turun-temurun dari generasi ke generasi, dan meminta legalitas kampung mereka. Hal tersebut merupakan permintaan untuk pengakuan resmi hak ulayat dan perlindungan hukum masyarakat Rempang. 
Resistensi yang dilakukan masyarakat Rempang merupakan penolakan terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City untuk mempertahankan tanah tempat tinggal mereka yang sudah mereka tempati sejak dulu secara turun-temurun, mempertahankan kampung, adat istiadat, identitas budaya, mata pencaharian, dan lingkungan hidup. Penggusuran atau relokasi berarti menghancurkan apa yang masyarakat telah bangun sejak dulu secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Segala bentuk resistensi yang dilakukan merupakan sebagai kontra-hegemoni untuk menunjukkan bahwa kampung halaman dan tanah ulayat mereka merupakan ruang hidup, memori, dan keberlanjutan bagi masyarakat di Pulau Rempang. Legalitas formal seharusnya tidak mengabaikan eksistensi budaya dan memori kolektif atau pengalaman dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun dari tempat tersebut. Legalitas tersebut merupakan pondasi krusial yang berkaitan hak atas tanah tempat tinggal dan sebagai kepastian akan perlindungan dari ancaman penggusuran atau relokasi. 
Dekonstruksi mengenai kesejahteraan akan kemajuan pembangunan memunculkan berbagai bentuk resistensi yang dilakukan masyarakat Rempang yang merupakan sebagai bentuk dari kontra-hegemoni. Kesejahteraan pembangunan untuk kemajuan seharusnya tidak mengorbankan peradaban demi kepentingan nasional. Masyarakat Rempang melakukan resistensi sebagai kontra-hegemoni tersebut tidak menolak dengan buta terhadap proyek tersebut, tetapi masyarakat Rempang memiliki solusi lain yang tidak menghilangkan identitas masyarakat Rempang yang berkaitan dengan tanah tempat tinggal atau kampung halaman mereka. 
KESIMPULAN
Resistensi merupakan sebuah tindakan perlawanan yang menolak, menentang suatu sistem yang dipaksakan, atau penolakan terhadap sesuatu yang dirasa tidak adil dan merugikan. Penelitian Kajian Budaya ini merupakan tentang resistensi untuk mempertahankan identitas, mata pencaharian, dan warisan budaya masyarakat Rempang yang harus dilibatkan secara aktif dalam merencanakan detail pembangunan, termasuk fasilitas umum dan peluang ekonomi. Resistensi yang dilakukan oleh masyarakat Rempang atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City merupakan studi kasus yang penting dan berharga, karena bagaimana pembangunan proyek tersebut yang seharusnya memiliki banyak dampak positif khususnya bagi masyarakat Rempang, justru membuat masyarakat Rempang marah dan melakukan resistensi yang merupakan bentuk dari kontra-hegemoni yang dilakukan masyarakat Rempang.
Faktor penyebab resistensi yang dilakukan masyarakat Rempang atas pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) yaitu dikarenakan adanya hegemoni narasi pembangunan dan kemajuan ekonomi yang dikemukakan Pemerintah bahwa jika PSN Rempang Eco-City merupakan proyek yang membawa kemajuan dan menyediakan banyak lapangan kerja. Hegemoni narasi mengenai pembangunan yang membuat masyarakat Rempang direlokasi dari kampung halamannya tersebut mengabaikan hak masyarakat dalam mempertahankan adat dan sejarah kampung halamannya. Teori dekonstruksi Derrida dalam kasus ini menunjukkan berbagai upaya yang dilakukan masyarakat Rempang untuk menolak proyek pembangunan yang membuat masyarakat direlokasi dari kampung halamannya, dimana adanya kekerasan dan intimidasi yang terjadi dibalik hegemoni narasi pembangunan akan sejahteranya masyarakat jika proyek tersebut berjalan.
Berbagai bentuk resistensi yang muncul, serta faktor penyebab dari resistensi tersebut menunjukkan adanya kontra-hegemoni yang dilakukan masyarakat Rempang, dan bagaimana hal tersebut di dekonstruksi dan memunculkan banyak makna dibalik narasi pembangunan akan kemajuan. Adanya dampak dari resistensi yang dilakukan masyarakat Rempang menunjukkan bahwa wacana dominan mengenai proyek tersebut yang membawa kemajuan serta kesejahteraan, justru menimbulkan kontradiksi. Masyarakat Rempang mendukung pembangunan jika pembangunan tersebut tidak merugikan masyarakat, contohnya pembangunan yang dapat memajukan Pulau Rempang dengan memanfaatkan dan memajukan lingkungan alam yang mendukung untuk dijadikan tempat wisata ataupun kuliner. Pembangunan tersebut justru akan membuat Pulau Rempang lebih terkenal kearifan lokalnya.
Pembangunan untuk kemajuan yang mensejahterakan masyarakat seharusnya dibangun dengan fondasi keadilan dan adanya partisipasi masyarakat khususnya masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan tersebut secara langsung, bukan pengorbanan dan penggusuran kampung yang sudah ditempati sejak dahulu yang memiliki identitas budaya dan sejarah didalamnya. Resistensi yang dilakukan masyarakat Rempang menegaskan bahwa jika akan dilakukan pembangunan, harus mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan di tempat tersebut, apakah membawa banyak dampak positif khususnya bagi masyarakat yang terkena dampak, atau sebaliknya.
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